
PERATURAN tsUPATI SAMOSIR

SUSIAT'g SAi\9f,]SgR

NOMOR 3 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN AruCCNNAN 2OO9

i

I BUPATI SAMOSIR

Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6 peraturan Daerah Nomor 1Tahun 2009 tanggal 26 Pebruari zoog t"ntang nnllrrun pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaranloog p"rtr"oit",li",,"n peraturan Bupatisamosir tentang PenjabarJi nngGran pendapata; dan Belanja DaerahTahun Angsaran 
?qqb sebagai rlio"""n d;;ri;;ar peraksanaan ApBDTahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1' Undang-un{ang nomor 36 Tahun 
^2003 tentang pembentukan DaerahKabupaten samosir dan Kabupaten s-erdang Bedagai di propinsi sumateraUtara (Lembaran Negara Rl rahun 2003 nomor 151, Tambahan LembaranNegara Rl Nomor +g4A);

2' undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Rl rahun 1985 Nomor 68, iambarran Lembaran NegaraRr Nomor 3312) sebagaimana terah tyF! d;";;; unoang_uncang Nomor12 Tahun 1994 (Lembaran Nregaia Rl rahun igg+ Nor or 62, TambahanLembaran Negara Rl Nomor gS6gl;

3' Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997_ tentang pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Rl rahun 19g7 Nomor41, Tambahan LembaranNegara Rl Nomor 3-6^8-? sebagaiman telah diubah dengan undang-undangNomor 34 Tahun 2000 (Lemiaran N6; r?t;fi; 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 404g);
4' Undang-undang Nomor 21 Tahun 1gg7 tentang Bea perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (Lembaran Negara n'i runun rcgr Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 36g8);
5' Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang.penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, "K"fr.'i dan Nepotisme



l

(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran NegaraRl Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 1T Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemblran Negara
Rl Nonnor a2B6);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nelara
Rl Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl rahun 2oo4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor a38g);

9' Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan pengelotaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembiran Negara Rl Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rr Nom or 4400);

10' Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl tifrun 2OO4 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4a21);

11. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl rahun 2oo4 Nomor 12s-, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor aa37); sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturai pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun ZbOs tentang perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintlhan Daerah
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Rl iahun 2005 Nomor 10g,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor qSqq;

12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeiah (Lembaian t'tegarj nt
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor +qig);

'13. Peraturan Pemerintah Nomor 10g Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Rl rahun 200'r Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4028);

14- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan
Pengawasan_atas Penyelenggaraan Pemerintahan baerah (Lembaran
Negara Rl rahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang pajak Daerah
(Lembaran Negara Rl rahun 2001 Nomor 118, Tam6ahan Lembaran
Negara Rl Nomor a13B);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl rahun 2oo1 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor a139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penrtrakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor g0, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atls peraturan
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan protokoler danKeuangan pimpinan dan Anggota D;;; penrakiran Rakyat Daerah(Lembaran Nesara Rr rahun zods N;;; %, i#;:;'l"},,ilran NesaraRt Nomor 45aCi';
18' Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengeroraanKeuangan Badan Layanan Umum 1t_emoaran Negara Rr rahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rr Nomor a5o2):
19' Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo5 tentang standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Rr rahun 2005 Nomor 4g, TambahanLembaran Negara Rl Nomor +SOS);
20' Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 200s tentang pinjaman Daerah(Lembaran Negara Rr rahun 2o0s Nomor 136, Tambahan LembaranNegara Rl Nomor aST );
21' Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana perimbangan(Lembaran Negara Rr Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegara Rl Nomor  STS);

22' Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem lnformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara ni 
-r"nun 

ioos r.roro,' 138,Tambahan Lembaran Negara Rl Nom"or isiai;
23' Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (LembaranNegara Rr rahun 2005 Nomor 13g, Tambahan r_ui.,o"r"n'N"g"r" RrNomor a577); ' Y'| 

'! '|vs'| 'q, , Lsr I trrcrr dl I l' 
,

24' Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengeroraanKeuangan Daerah (Lembaran Negara nl Tahun 2005" Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara nt ruom"oi istd);
25' Peraturan pemerintah Nomor 6s rahun 200s tentang pedoman

Penyusunan 
. 
dan^ 

^penerapan, standa. 
- 
F"i"y"n"n Minimar (LembaranNegara Rl rahun 2oos Nomor 150, Tamb"h"n L"rbaran Negara Rl Nomor4585);

26' Peraturan pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang peraporan Keuangandan Kinerja rnstansi pemerintah 
1r-emoaian Negara Rr rahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nt *om or 4614);

27' Peraturan Pemerintah Nomor4l Tahun 2oor tentang organisasi perangkat
Daerah (Lembaran Negara Rr rahun 2oo7 Nomor gg, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 47al;
Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 7 Tahun 2oo7 tentang pokok_
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 20 Tahun 2oo7 tentangorganisasi dan Tata Kerji sekretariat Daerah, setretariat Dewa penvakilan
Rakyat Daerah dan siaf Ahri Kabupaten 

's",.''ori'' 
(Lembaran DaerahKabupaten samosir Tahun 2oor Nomor 130 seri D Nomor 13, TambahanLembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 21 Tahun 2oo7 tentangorganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten samosir

29.

28.

30.



(Lembaran Daerah Kabupaten samosir Tahun 2ooz Nomor 131 seri DNomor 14,Tambanan lemuaran Daeran ruomor2 Tahun 2007);31' Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 22 Tahun 2oo7 tentangorganisasi 
.dan Tata Kerya Drnas Daerah'k"irp"tun Samosir (LembaranDaerah Kabupaten Samosiit"hrn iOOi r.ilio|. 132 Seri D Nomor 15,Tambahan Lembaran Daerah Nomor a f"f,r"]007);

32' Peraturan 
?""9r,. Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2oo7 tentangorganisasi Sn Tata Kerja Klcamatan dan Kelurahan Kabupaten samosir(Lembaran Daerah Kabupaten samosir ianun 2oo7 Nd;;133 geri DNomor 16, Tambahan Lembaian Daeran ruomoi4 Tahun 2007);33. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 5 Tahun 1gg7 tentang

ffl"A:?ffi B::lj[i" " 
Pe rbend a h-a raa n o a n' iu ntuta n Ga nti n,ii' r" u"nsa n

34' Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedomanPengelolaan Keuangan Daerai.
35' Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 32 Tahun 200g tentang pedomanPenyusunan ApBD tahun 

"ng!"r"n 200g;
36' Peraturan Daerah Kabupaten samosir No. 1 Tahun 

?_00g tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun A"gg;;n 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUMN BupATt sAMosrR TENTANG 
'ENJABARAN 

ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA 
'ONENNH 

(APBD) TAHUN ANGGARAN

i

pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20og terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.........Rp. 23.65L 900.000,00

b. Dana perimbangan sejumlah...Rp. 310.1 3g.4g1.274,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Sejumlah

Jumlah Pendapatan........... Rp. 35g. 17g.379.464,00

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai Rp. 153.183.302.046,00
4
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2) Belanja Bunga

3) Betanja Subsidi

4) Betanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial
6) Betanja Bagi Hasit

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Betanja Modat

Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

0,00

272.000.000,00

5.420.400.000,00

3.326.000.000,00

454.950.000,00

16.500.000.000,00

2.673.390.465,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 30.868.0S5.340,00

Rp. 84.441.307.214,00

Rp, 1 22.281 .47 3. 1 ZB,OO

3.

Jumlah Belanja Rp. 419.420.878. I 93,00

Surplus / (Defisit).

Rp. 362.174.7 18.229,00

Rp. 300.932.219.500,00

Jumlah pembiayaan Netto Rp.

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

61.242.498.729,00

0,00

Pasal 2

flHffff', 
t:?:11ffit$:f3"ffi"-rn, dimaksud daram pasar 1 tercantum daram

Pasal 3

F:gffif[ff?,?:*i?,"";11.""" dimaksud daram pasar 1 dirinci tebih tanjut datam Lampiran il

Fasal 4

[1il3xfr,ljT#fl$:i;T#-Ti[:ll.:*il,'.1,.,' 2 dan padar 3 merupakan basian yans tidak



Pasal S
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
ffi:llrffl:Tr".1"ffi'-Xh1ffi. "nss"'"n satuan kerja peranskat daerah sesuai J"ng"n

Pasal 6

Peraturan Bupati samosir ini murai berraku pada tanggar ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dalamBerita Daerah.

Ditetapkan di pangururan

pada tanggal 26 pebruari 2009

BUPATT SAMOS|R,

_--i

MANGINDAR SIMBOLON



Pasal 5

slaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peratura"n ini

rlam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

itentuan Perundang-u ndangan'

dituangkan lebih laniut
daerah sesuai dengan

Pasal 6

ran Bupati samosir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah.

Bupati dalam

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggat 26 Pebruari 2009

BUPATI SAMOSIR,

dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan

Ianggal l0 ?ebrusri

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR'

TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN LOAT NOMOR 03 SERI f

2009

NOMOR 3


